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Survei Persepsi Kualitas Pelayanan
Pengadilan Tata Usaha'Negara Palu, "

Kata Penganiar

Pemberian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediaokan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan
pengukuran terhadap kudlitas pelayanan publik merupakan suatu
upaya dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki tanggung jowab
yang sama untuk memberikan pelayanan kepada publik khususnya para
pencar keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selalu berupaya
untuk memberikan pelayanan  prima | kepada. Pelayanan prima
merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu
memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan
dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap Survei yang telah
dilaksanakan terhadap 31 {tiga puluh satu) responden didapatkan hasil
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu 3,68 atau konversi 91.9% yaitu
sangat  baik dengan kinerja Bersih Dari  Korupsi. Diharapkan
kedepannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu letap terus
melakukan berbagai inovasi dan perbaikan untuk meningkatkan mutu
pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan tetap
berintegritas.
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Survei Persepsi Kulitas Pelayanan

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan
evaluasi kinerja dalam pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu.
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

BAB |
KUISIONER SURVEI

Penyusunan Survei Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama
terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dimaksudkan sebagai
kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat
tentang Anti Korupsi publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, oleh pencari
keadilan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan Anti Korupsi publik selanjutnya.

Ruang lingkup kegiatan yang dimintakan Survei meliputi seluruh
proses pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Penyusunan
Survei Kepuasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ini
mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan
Evaluasi Zona Integritas 2023 dan menggunakan format sebagaimana
disampaikan melalui Surat Nomor 755/DjMT/B/HM.02.1/1V/2023 oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara pada 11 April 2023.
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Survei Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

1.1 Form Data Responden

£ | Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Pengadilan TUN Palu berikut ini

- Pergadilan Tata (fcoka Negam Palu

SURVEI PAK

itan layanan

Mohon untuk mengisi data diri dibawah ini
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

1.2 Form Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Tidak ada peloyanan diluar
piosedurfkecurcngun pelayanan pada PTUN
Palu

1

Tickerk Setlifu

Tidak oda penerimaan imbalan
uang/barang/fosilitas diluar ketentuan yang
berlaku pada PTUN Palu

3 4

Seluju Sengat
Selufu

m

Setigu Sangat
Setdu

Tidak ada perca%oan!perqnmm tidak resmi pada
PTUN Palu
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

BAB I
METODOLOGI SURVEI

Survei ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian
kuantitatif yaitu dengan melakukan penyebaran kuisioner dalam
pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai
atau angka-angka. Data-data tersebut kemudian diolah dengan
menggunakan pendekatan deskripsi  kuantitatif untuk memperolah
gambaran nyata kudlitas pelayanan yang diberikan Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu melalui pengolahan hasil survei.

2.1 Kriteria Responden

Responden adalah penerima pelayanan  publik yangtelah

menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Kriteria responden yang

digunakan adalah sebagai berikut:

A.  Pengunjung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau Para Pencari
Keadlian di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

B. Telah berusia diatas 17 tahun; dan

C. Telah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
yaitu persidangan, layanan perkara, layanan umum, layanan
permohonan informasi, layanan pengaduan, layanan POSBAKUM
dan layanan e-Court.

2.2. Metode Pencacahan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan dengan
metode pencacahan yaity menggunakan angka-angka yang
diberikan oleh responden sebagai indikator penghitungan tingkat
kepuasan masyarakat atau dasar pengukuran tingkat kepuasaan

masyarakat. Pengukuran dalam Survei sebagai berikut:

1 2 A

Tidlok Setuju Kurang Sangat
Setuiu Setuju
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Survei Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

2.3.

Pengisian Survei oleh responden yang memenuhi kriteria

responden melalui link  Survei https://survei.ptun-palu.go.id/.

Rentang waktu pengisin Survei dimulai pada tanggal 2 Oktober
s.d. 29 Desember 2023 (Triwulan V). Jumlah minimal responden
dalam pengisian Survei adalah 30 (tiga puluh) responden

sebagai angka minimum untuk pengujian validitas dari Survei.

Metode Pengolahan Data dan Anailisis
Pengolahan data hasil Survei oleh responden dilakukan dengan
menggunakan  mengkonversian  hasil  pencacohan  atau

pengukuran menjadi 4 (empat) skala sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi

No Mutu Nilai SPAK Persentase Kinerja

1 A (Sangat Baik) 3.5324-4 88.31% - Bersih Dari
100% Korupsi

2 B (Baik) 3.0644 — 3,532 76.61% - Cukup  Bersih

88,30% Dari Korupsi
3 C (Kurang Baik) 2,6000 - 3,064 65,00% - Kurang Bersih
76,60% Dari Korupsi
4 D (Tidak Baik) 1,0000 - 2,5996 25,00% - Tidak Bersih
64,99% Dari Korupsi

Rumus yang digunackan dalam pengkoversian  ataupun
pengolahan data adalah sebagai berikut:

_Jumlah Nilai per Kategori

Nilai Rata — Rata Jumlah Responden

Nilai Rata — Rata per Kategori
Jumlah Pertanyaan

I

Nilai Rata — Rata Tertimbang

Nilai SPAK = Total Nilai — Rata Tertimbang

Nilai SPAK
Persentase SPAK = —— x 100%
4 (skala penilaian)
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Survei Persepsi Anti Korupsi

3.1

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

BAB Il
PENGOLAHAN SURVEI

Analisis Hasil Survei

Hasil Survei terkait Persepsi Anti Korupsi diolah secara deskriptif
untuk  membantu  menggambarkan  kudlitas dengan
menguhubungkan  angka-angka dan  variabel  penilaian.
Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu yang dilaksanakan pada 2 Oktober s.d. 29
Desember 2023, nilai SPAK yang didapatkan yaitu 3,68 atau
91,9% yang masuk dalam persepsi Anti Korupsi A {sangat baik).
Berikut hasil perhitungan nilai SPAK Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu:

Rata-r
No Pertanyaan . .:ata Skala
Nilai
1 Tidak ad? Filsknmlnaﬂ pelayanan pada unit 3,32 4
layanan ini
Tidak ada pelayanan diluar
2 prosedur/kecurangan pelayanan pada unit 3,48 4
layanan ini
Tidak ada penerimaan imbalan
3 uang/barang/fasilitas diluar ketentuan 3,84 4
yang berlaku pada unit layanan ini
4 Tidak ad.a Pungutan liar (pungli) pada unit 3,87 4
layanan ini
5 Tidak ad.a perca[oa'n{perantara tidak resi 3,87 4
pada unit layanan ini
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nilai Rata-Rata SPAK

3,87 3,87
3,5
332
2,
1,
K1 K2 K3 K4 K5

Analisis data  hasil SPAK  untuk  sefiop  kuisioner pemyataan

w

(%]

L8]

o

=

didiskripsikan sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada PTUN Palu
Info:  Pemyataan ini disampaikan untuk mengtahui apakah ada
petugas yang memberikan pelayanan secara khusus  atau
membeda-bedakan pelayanan karena faktor (suku, agama,

kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).

Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan (K1)

30

25
21
20
15
10

10

5

0 0
0
Jumiah Tidak Setuju  Jumiah Kurang Jumlah Setuju Jumlah Sangat
Setuju Setuju

K1
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

STATISTIK LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

No Kategori Penilaian SPAK Tidak Setuju ':;' Setwju s‘s“'::
1 | K1 | Todak Ada Diskriminasi Peloyanan 0-i0%) 0-10% | 2-I677%) | 10-1323%)
K2 | Tidak Ada Kecurangan Pelayanen 0-10%) 0-10%) 16-1518%1 | 15-[84%|
3 | K3 | Tidak Ada lmbalen U iFasilitas Diluar 0-10%] 0-10%i S.(160%] | 26-(839%)]
4 | k4 | Tidak Ada Pungutan Liar (Pungl 0-1o%] o-1o%) 1-129%) | 27-187.0%)
5 | K5 | Tidak Ada PercaloanPecantars Tidak Resmi 0- %) 0- (%] s-2ow |77 qean)
Jumlah Respoaden : 31

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 31
responden yang mengikuti survei, sebagian besar memberikan nilai
3 (67.7%) atau 21 responden pada pernyataan bahwa tidak ada
diskiminasi pelayanan pada PTUN Palu. Sementara itu, 10
responden (32,3%) memberikan nilai 4 pada pemyataan tersebut.
Dalam hal ini, nilai rata-rata dari penilaian atas pemyataan tersebut
adalah 3,32 yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari
responden dikarenakan hampir tidak ada diskriminasi pelayanan
PTUN Palu.

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada
PTUN Palu
Info: Pemyataan ini disampaikan untuk mengtahui apakah ada
petugas yang memberikan pelayanan yang fidak sesuai dengan
ketentfuan  sehingga mengindikasikan  kecurangan,  seperti
penyebortan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar

prosedur, pengurangan syarat/proedur, pengurangan denda, dll.
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Tidak Ada Kecurangan Pelayanan (K2)

30
25
20
16
15
15
10
2
Q 0
0
jumlah Tidak Setuju  Jumlah Kurang Jumlah Setuju Jumlah Sangat
Setuju Setuju
K2
STATISTIK LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
No Kategori Penilalan SPAK Tidak Setuju | Karang Setuja m
1| Kl | TidakAda Diskriminasi Pelayanan 0-[0%] 0-[0%] -7 | 10-(023%)
2 K2 | Tidak Ada Xecurangan Pelsyanan 0-[0%] 0- (%] 16 - [51.6%] 15- [48.4%]
3 K3 | Tidak Ada tmbalen Uang/Barang/Fasiiitas Diluar Ketentuan o-10%] 0-10%} 5-116.1%] 26- [83.9%]
4 K4 Tidak Ada Pungutan Liar (Puagli) 0-[0%] 0-{0%] 4-[12.9%) 27 -{87.1%)
5 | K3 | Tidak Ada PercaloanPerantara Tidak Resm 0-(or] o-10%) A-zesl | -
Jumiah Responden : 31

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa darn 31
responden yang mengikuti survei, sebagian besar memberikan nilai
3 (51,6%) atau 16 responden pada permyataan bahwa fidak ada
pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan PTUN  Palu.
Sementara itu, 15 responden (48,4%) memberikan nilai 4 pada
pernyataan tersebut.

Dalam hal ini, nilai rata-rata dari penilaian atas pernyataan tersebut
adalah 3,48 yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari
responden  dikarenakan  fidak  ada  pelayanan  diluar

prosedur/kecurangan pelayanan pada PTUN Palu.
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

3. Tidak ada penerimaan imbalan  uvang/barang/fasilitas  diluar
ketentuan  yang berlaku pada PTUN Palu
Info: Pemyataan ini disampaikan untuk mengtahui apakah ada
petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan vang untuk
alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dil di luar ketentuan,
pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel,
perhiasan, elekironik, pakaian, bahan pngan, dil diluar ketentuan,
pemberian imbalan  fasilitas  berupa akomodasi(hotel,  resort
perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll)

diluar ketentuan.

Tidak Ada Imbalan Uang/Barang/Fasilitas
Diluar Ketentuan (K3)

30
26

25

20

15

10

5
5
0
Jumlah Tidak Setuju  Jumlah Kurang lumlah Setuju Jumlah Sangat
Setuju Setuju
K3
STATISTIK LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

| Kurang Sangal
| o Kategori Penilatan SPAK Tidak Setuja | G0 Setuju Setuju
E 1 K1 | Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan 0-1o%] 0-[o%) 21 - [67.7%] 10-[32.3%]
[ 2 | 2 [ "ok Ada Kecuraagan Peayanes 0- (0% 0- (0% 16-(516%] | 15-[484%]

3 | K3 | Tidak Ade imbalan Uang/Barang/Fasiitas Diluar 0- 1% 0-{o%] S-U6I%] | 26-183.9%)

4 K4 | Tidak Ada Pungutas Liar (Pungli) 0-[0%) 0-o%] 4-[129%] 7-187.1%)

5 | K5 | Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidak Resmi o-(o%] 0-10%] 429 | -0
Jumiah Responden : 31

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 10



Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 31
responden yang mengikuti survei, sebagian besar memberikan nilai
4 (83,9%) atau 26 responden pada pernyataan bahwa tidak ada
penerimaan imbalan  vang/barang/fasilitas  diluar  ketentuan
yang berlaku pada PTUN Palu. Sementara itu, 5 responden (16,1%)
memberikan nilai 3 pada pernyataan tersebut.

Dalam hal ini, nilai rata-rata dari penilaian atas pernyataan tersebut
adalah 3,84 yang menunjukkan fingkat kepuasan yang sangat
tinggi dari responden dikarenakan tidak ada penerimaan imbalan
vang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada PTUN
Palu.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada PTUN Palu

Info: Pemyataan ini disampaikan untuk mengtahui apakah ada
petugas yang melakukan pungli , yaitu permintaan pembayaran
atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi
{pungli bias dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang

administrasi”, “uang rokok™, “uang terimakasin”, dsb).

Tidak Ada Pungutan Liar (K4)
30 27
25
20

15

10

4

S
0

Jumlah Tidak Setuju Jumlah Kurang Jumiah Setuju Jumiah Sangat

w

Setuju Setuju

K4
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

STATISTIK LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

No Kategori Penilaian SPAK Tidak Setuju ‘;:: Setuju s‘m

1 | K1 | Tidak Ads Diskriminasi Pelayanan 0-lo%) 0-i0%) 116771 | 10-329%)

2 | k2 | Tidek Ada Kecurangan Pelayanan 0-[o%] 0-10% 16-516%) | 15-148.4%)

3 | K3 | Tdak Ada Irabalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Keteatuan o-lo%] 0-10%) 5-U61% | 26-[83.9%]

4 | x4 | Tidak Ada Pungutan Liar (Pusgl) 0-10%] 0-10%) 1-y2e%) | 27.187.0%)

5 | K5 | Tuiak Ada Percalonn/Perantara Tidak Resmi 0-1o%] 0-10%] A-uze% | 27-1870%)
Jumlah Responden : 31

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 31
responden yang mengikuti survei, sebagian besar memberikan nilai
4 (87,1%) atau 27 responden pada pernyataan bahwa tidak ada
pungutan liar (pungli) pada PTUN Palu. Sementara itu, 4 responden
(12,9%) memberikan nilai 3 pada pemyataan tersebut.

Dalam hal ini, nilai rata-rata dari penilaian atas pernyataan tersebut
adalah 3,87 yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat
tinggi dari responden dikarenakan tidak ada pungutan liar (pungli)
pada PTUN Palu.

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resi pada PTUN Palu

Info: Pemyataan ini disampaikan untuk mengtahui apakah ada
petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum
pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki

hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidak Resmi
(K5)

30 27

25
20

15

10
4
: .
0

Jumlah Tidak Setuju  Jumlah Kurang Jumlah Setuju Jumilah Sangat
Setuju Setuju

K5
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Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

3.2

&

STATISTIK LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

No Kategori Peailaian SPAK Tidak Setuju ‘s:: Setuju ss;:

1| K1 | tidek Ada Diskriminasi Pelayanan 0-10%) 0-10% 267l | 10-1329%)

2 | K2 | Tidak Ada Kecurangan Pelsyanan 0-10%] 0-[o%) 16-1506%] | 15-H8.4%)

3 | K3 | Tidak Ada imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan 0-10%) 0-10%) S5-U6I%] | 26-183.9%]

4 | K4 | Tidak Ada Pungutan Liar (Pungii 0-10%) 0-[0%) -i2em) | 2-870%)
K5 | Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidok Resmi 0-[0%] 0- (%) 4-p2em) | o)

Jumlah Responden : 31

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 31
responden yang mengikuti survei, sebagian besar memberikan nilai
4 (87,1%) atau 27 responden pada pernyataan bahwa tidak ada
percaloan/perantara tidak resmi pada PTUN Palu. Sementara itu, 4
responden (12,9%) memberikan nilai 3 pada pemyataan tersebut.
Dalam hal ini, nilai rata-rata dari penilaian atas pemyataan tersebut
adalah 3,87 yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat
tinggi dari responden dikarenakan Tidak ada percaloan/perantara
tidak resi pada PTUN Palu.

Tindak Lanjut Hasil Survei

Hasil Survei yang didapatkan dengan Anti Korupsi yaitu sangat
baik menjadi motivasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk
terus melakukan inovasi demi peningkatan Anti Korupsi dengan
memberikan pelayanan prima dengan terus mempertahankan
integritas dan transparansi dalam layanan yang diberikan. Pihak
pengadilan harus memastikan bahwa setiap layanan yang
diberikan dilakukan secara profesional dan tidak ada diskriminasi
atau kecurangan yang terjadi. Berikut adalah tindak lanjut atau
rencana aksi yang akan dilakukan oleng Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu:

a. Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

i. Koordinator selalu mengingatkan untuk menjaga nilai-nilai MA

termasuk menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi.
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iil. Menempelkan stiker anti kerupsi dan tolak gratifikasi pada meja
PTSP.
b. Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan dan Tim
Inovasi, Pengelcla Welbssite dan Media Sosial
i. Melakukan sosialisasi terkait antigratfifikasi dan korupsi pada
website.
ii. Memutarkan audio antlgratifikasi setiap 2 jam sekali melalul
speaker yang ada disetiap ruangan.
Cc. Bagian Umum dan Keuangan
Meningkatkan  fransparansi - dan akuntabilitas dalam
penggunaan anggaran.
d. Seluruh Hakim dan Pegawdal
Pada sefiap agenda rapat bulanan, pimpinan rapat
mengingatkan kepada seluruh pegawai PTUN Palu untuk menjaga

integritas dan bersikap professional.
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